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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ʻain ʻ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
xن nun n en
و wau w we
ھ ha h ha
ء hamzah ‘ apostrof
ي ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang
lambangnya berupa tanda atau harakat,  transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf,  transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َْيا fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َْوا fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َفْﯾَﻛ : kaifa
 َلْوَھ : haula
xi
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
 ا َ  ... |ي َ  ... fatḥah dan alif atau
yā’
ā a (dengan garis di
atas)
 ِْيا kasrah dan yā’ ī i (dengan garis di
atas)
 ُْوا ḍammah dan wau ū u (dengan garis di
atas)
Contoh:
تﺎﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
لِْﯾﻗ : qīla
 ُتْوُﻣَﯾ : yamūtu
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa taʻālā
saw. : ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam
a.s. : ʻalaihi al-salām
H : Hijriah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. : Wafat tahun
QS …/…: 4: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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Nama : Amriyati
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Judul Skripsi : Pemerintahan Dinasti Abbasiya dalam Perspektif Siyasah
Syariah
Judul dari skripsi ini adalah Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dalam Perspektif
Siyasah Syariah. Rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana sistem
pemerintahan Bani Abbasiyah jika dilihat dari perspektif siyasah syariah dan apakah
pemerintahan Bani Abbasiyah deislamisasi atau masih dalam kerangka islam
kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum sistem pemerintahan dalam islam.
Siyasah Syariah disini diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah
kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dalam pembahasannya menjelaskan pengertian
pemerintahan, bentuk pemerintahan dalam Islam, sejarah berdirinya pemerintahan
Abbasiyah dan kedudukan serta tujuan dari pemerintahan Abbasiyah. Telah diketahui
bahwa konsep kenegaraan perlu dalami pada zaman sekarang untuk peningkatan
kinerja pemerintah.
Pada penelitian deskriptif dan kepustakaan ini menginterpretasikan atau
menjelaskan dengan konsep ketatanegaraan serta pengumpulan data atas objek yang
hendak dijelaskan untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan
menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang
objek penelitian. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
konstitusional yang menjelaskan tentang konsep ketatanegaraan sesuai dengan judul
skripsi tentang pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian bersinggungan langsung
dengan siyasah syariah yang lebih kepada pengurusan masalah kenegaraan
berdasarkan syariat. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber hukum primer
yakni Al-Quran dan sunnah. Sedangkan sumber data sekundernya menggunakan
kitab-kitab tata negara maupun buku-buku tata negara serta hasil dari penelitian
siyasah syariah. Menggunakan kitab atau buku karena yang di teliti merupakan
sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah.
Dalam peradaban umat Islam, dinasti Abbasiyah merupakan salah satu bukti
sejarah peradaban umat Islam yang terjadi. Dinasti Abbasiyah merupakan masa
kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan
dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis
terhadap ilmu pengetahuan, yaitu melalui upaya penerjemahan karya-karya terdahulu
dan juga melakukan riset tersendiri yang dilakukan oleh para ahli. Popularitas dinasti
Abbasiyah dan berbagai rintangan serta capaian yang telah digenggam dan juga
menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada
negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakat
untuk menumbuh kembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak
terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Namun, ada pula Negara
yang filsafat hidupnya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin serta
mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti filsafat politik
sosialis tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah
sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam
masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan
kepentingan golongan ekonomi lemah.1
Pada Negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat penting dan
menonjol. Karena pemerintah yang berperan menggali, menggerakan, dan
mengombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi,
dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembangunan
nasional. Hal ini terlihat dalam peraturan administrasi negara, pemerintah mengurus
masyarakat yang belum melahirkan (dengan keluarga berencana) sampai kepada
masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).
1Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam IV Sejarah dan Umatnya (Cet. II; Jakarta: PT
Bulan Bintang), h. 8.
2Setiap negara tidak memiliki berbagai kesamaan dalam pengaturan
pemerintahannya, bahkan suatu negara akan berkembang tergantung pada situasi dan
kondisi setempat. Jadi, keanekaragaman dalam sistem ini disebabkan waktu, tempat,
dan lingkungan yang berbeda.
Dalam ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang
berdasarkan syariat dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Ia
senantiasa terlibat dalam pergaulan social dan pergumulan budaya. Fakta seperti itu
telah, sedang, dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Pemecahan
atas berbagai masalah yang terkait dengan ihwal Siyāsah Syar’iyah lebih bersifat
kontekstual, sehingga dengan demikian gejala Siyasah Syar’iyah menampakkan diri
dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.
Alangkah mengagumkan petunjuk Alqur’an terhadap ilmu pemerintahan.
Pemerintahan sebagai suatu ilmu (science) dan seni (art) memiliki objek dan metode
tersendiri yakni bagaimana cara mengatur, memerintah dan menguasai orang, serta
menjadikan titik persoalannya adalah perebutan kekuasaan. Hanya ada satu imbangan
dalam hal ini dengan menyadari sepenuhnya bahwa kekuasaan tidak akan kekal
ditangan manusia tetapi kekal pada Allah. Apa yang dilaksanakan diberbagai negara
dalam pemerintahannya bersesuaian dengan apa yang diatur dalam Al-Quran, baik
secara langsung (bagi negara-negara Islam) ataupun tidak langsung (bagi negara-
negara non Islam).
Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir merupakan suri
tauladan umat manusia sedunia termasuk untuk persoalan pemerintahan. Beliau
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berhasil meletakkan sendi
3kenegaraan yang diridhai Allah swt. Beliau mempersatukan kabilah-kabilah Arab,
menerima dan mengirim duta, serta membuat perjanjian. Beberapa pendapat
mengatakan bahwa datangnya kerajaan Allah sebagaimana dalam doa Rasullullah
saw. dan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana seorang perempuan cantik yang membawa
barang berharga serta perhiasan yang banyak, tanpa mengalami perampokan dan
perkosaan, kendati ia berjalan cukup jauh. Inilah mental masyarakat dan keamanan
yang diciptakan oleh pemerintah kala itu. Begitu pula pada waktu masa pemerintah
Khalifah Umar Ibn Al-Khattab ra. Beliau mencoba bertanya kepada seorang
pengembala kambing akan keinginannya menjual kambing milik majikannya,
mengatakan bahwa pengembala itu lebih takut kepada Allah dari pada kepada sesama
manusia.
Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan disebarkan
dijazirah Arab yang diawali dengan sembunyi-sembunyi. Setelah pengikut agama
Islam telah banyak dari keluarga terdekat Nabi dan sahabat maka turun perintah Allah
untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Namun dalam penyebarannya tidak
berjalan mulus, Rasulullah dalam menyebarkan Islam mendapatkan tantangan dari
suku Quraisy . Islam disebarkan dan dipertahankan dengan harta dan jiwa oleh para
penganutnya yang setia membela Islam meski harus dengan pertumpahan darah
dalam peperangan.
Pemerintahan Islam setelah para Khulafaur Rasyidin, walaupun diwarnai
kemajuan dan pembangunan peradaban Islam namun kemurnian Islam mulai mundur,
karena mereka tidak seratus persen menjalankan konsep keislaman. Sebagaimana
yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan Nabi Muhammad saw:
… Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya …
4Setelah berakhirnya sistem kekhalifahan di Turki (1924), dunia Islam mulai
ramai membicarakan konsep negara Islam. Selama masa penjajahan Barat atas dunia
Islam, kaum muslimin tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran
agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah.
Untuk kurun waktu yang cukup lama, kaum muslimin secara sengaja
dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam oleh penjajah Barat, dan dalam proses aliensi
masyarakat Islam dari agamanya itu, kolonialisme dan imprealisme Barat melakukan
proses peracunan barat (westoxication) atas dunia islam.
Secara intelektual kaum muslimin sangat lemah, dan karenanya tidak mampu
melakukan diaolog yang seimbang dengan Barat. Impotensi intelektual ini secara
langsung atau tidak disebabkan juga oleh hubungan kekuasaan yang amat senjang
antara Barat dandunia Islam. Kesenjangan ini berdampak negatif terhadap
perkembangan atau pertumbuhan intelektual masyarakat Islam.
Meskipun Islam telah berkembang namun juga banyak mendapat tantangan
dari luar dan dalam Islam sendiri. Seperti pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib
banyak terjadi pemberontakan didaerah hingga peperangan. Salahsatu perang dimasa
Ali bin Abi Thalib ialah peperangan Muawiyah dengan khalifah Ali bin Abi Thalib
yang menghasilkan abitrase, sehingga Muawiyah menggantikan posisi Ali bin Abi
Thalib. Dampak yang ditimbulkan dari abitrase ini adalah pengikut dari Ali bin Abi
Thalib ingin membunuh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah karena dianggap telah
kafir dan halal dibunuh. Dalam rencana pembunuhan ini, hanya Ali bin Abi Thalib
yang berhasil dibunuh.
5Setelah kematian Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah masa Khulafaur
Rasyidin dan berganti dengan pemerintahan Dinasti Umayyah dibawah pimpinan
Muawiyah bin Abi Sofwan. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, Islam
semakin berkembang dalam segala aspek hingga perluasan daerah kekuasaan.
Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah, digantikan oleh pemerintahan dinasti
Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan
umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW,
Berdirinya dinasti ini sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan
oleh Bani Hasyim setelh wafatnya Rasulullah SAW. yaitu menyandarkan khilafah
kepada keluarga Rasul dan kerabatnya.
Pada awalnya kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat
pemerintahan, dengan Abu As-Saffah (750-754 M) sebagai Khalifah pertama.
Khalifah penggantinya, Abu Ja’far al-Mansur (754-775) memindahkan pusat
pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam
mengembangkan pemerintahan. Sehingga dapatlah dikelompokkan masa daulah
Abbasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan
menurut asal- usul penguasa selama masa 508 tahun daulah Abbasiyah mengalami
tiga kali pergantian penguasa. Yaitu Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk.
Dalam setiap pemerintahan pada khususnya tentu memiliki perkembangan
dan kemajuan, sebagaimana halnya dalam pemerintahan yang dipegang oleh dinasti
Abbasiyah. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam,
sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan “The Golden Age of Islam.
6Khilafah di Baghdad yang didirikan oleh Saffah dan Mansur mencapai masa
keemasannya mulai dari Mansur sampai Wathiq dan yang paling jaya adalah periode
Harun dan puteranya, Ma’mun. Istana khalifah Harun yang identik dengan megah dan
penuh dengan kehadiran para pujangga, ilmuwan, dan tokoh-tokoh penting dunia.
Dengan Harun  tercatat buku legendaris cerita 1001 malam. Baik segi politik,
ekonomi, dan budaya, periodenya tercatat sebagai The Golden Age of Islam.
Sebagaimana diketahui Daulah Abbasiyahdidirikan oleh Abu Abas. Dikatakan
demikian, karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa dua dinasti lain disamping
Dinasti Abasiyah. Ternyata dia tidak lama berkuasa, hanya empat tahun.
Pengembangan dalam arti sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya, yaitu Abu
Jakfar al-Mansur (754-775 M). Dia memerintah dengan kejam, yang merupakan
modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abbasiyah.
Para pendiri dan penguasa Bani Abbasyiah ini adalah keturunan Al-Abbas
paman Nabi Muhammad saw. Dalam mempertahankan kekuasaannya, sebagaimana
Bani Umayyah, dia juga melakukan dengan cara kekerasan dan intrik-intrik politik.
Khalifah-khalifah besar Bani Abbas yang membawa Bani Abbasyiah kepuncak
kejayaan dalam bidang pemerintahan (administrasi), ekonomi dan perdagangan,
politik, sosial, militer, ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah Abu Ja’far Al-
Mansur (754-775 M), dinasti inilah yang membawa dunia Islam menjadi kekuatan
raksasa di dunia belahan timur.
Sistem dan bentuk pemerintahan, demikian pula struktur organisasi
pemerintahan dan administrasi pemerintahan dinasti Bani Abbasyiah pada dasarnya
tidak jauh berbeda dengan dinasti Bani Umayyah.Namun ada hal baru yangdiciptakan
7oleh Bani Abbas.Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang diciptakan oleh
Muawiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh Dinasti Bani Abbasyiah dan memakai
gelar khalifah. Tetapi derajatnya lebih tinggi dari gelar khalifah di zaman dinasti Bani
Umayyah.Khalifah-khalifah Abbasyiah menempatkan diri mereka sebagai ẓillullāh fi
al-arḍ(bayangan Allah di Bumi).Penyebutan ini diperkuat dengan ucapan Abu Ja’far
Al-Mansur.“Sesungguhnya saya adalah Sultan Allah di bumiNya”.Ini mengandung
pengertian bahwa Khalifah memperoleh kekuasaan dan kedaulatan dari Allah, bukan
dari rakyat. Karen itu khalifah menganggap kekuasaannya ia peroleh atas kehendak
Tuhan dan Tuhan pula yang memberi kekuasaan itu kepadanya, maka kekuasaanya
bersifat absolute. Sebab, kekuasaannya ia anggap sebagai penjelmaan kekuasaan
Tuhan sebagai penguasa tunggal alam semesta ini. Karena itu pula kekuasaan
absolute Khalifah-khalifah Abbasyiah lebih menonjol dari pada khalifah-khalifah
Bani Umayyah.
Struktur organisasi dinasti Bani Abbasyiah terdiri atas Al-Khilafat, Al-
wizarat, Al-Kitabat dan Al-Hijabat.Lembaga khilafat dijabat oleh seorang
khalifah.Suksesi khalifah berjalan secara turun-menurun dilingkungan keluarga
dinasti Bani Abbasyiah.
Daulat Abasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M).
Pemerintahan yang panjang tersebut dapat dibagi dalam dua periode. Periode I adalah
masa antara tahun 750-945 M, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai al-
Mustakfi. Periode II adalah masa 945-1258 M, yaitu masa al-Mu’ti sampai al-
Mu’tasim. Pembagian periodisasi diasumsikan bahwa pada periode pertama,
perkembangan diberbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil dan
dinamis. Sedangkan pada periode II, kejayaan terus merosot sampai datangnya
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memerintah masa Abasiyyah ada 37 khalifah, akan tetapi diantara 37 khalifah
tersebut hanya 10 khalifah pertama yang dianggap berjasa dalam meletakkan pondasi
pemerintahan Abasiyyah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa khalifah yang
paling berjasa adalah pada periode al-Mahdi sampai al-Watsiq.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok
permasalahan dari karya tulis ini yaitu Bagaimana Pemerintahan Dinasti Abbasyiah
dalam Perspektif Siyasah Syariah. Dari pokok permasalahan tersebut diperoleh sub
permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pemerintahan Dinasti Abbasyiah jika dilihat dari
perspektif siyasah syariah?
2. Apakah pemerintahan Dinasti Abbasyiah deislamisasi atau masih dalam
kerangka Islam?
C. Pengertian Judul
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami
penelitian ini, maka akan dideskripsikan pengertian judul yang dianggap penting.
1. Pemerintah
Secara etimologi pemerintahan berasal dari dua kata sebagai berikut :
91. Kata dasar perintah berarti, menyuruh.
2. Penambahan awalan pe menjadi pemerintah berarti badan yang
melakukankekuasaan memerintah.
3. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal,
atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
Dalam Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), Pemerintah adalah organisasi
yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-
undang diwilayah tertentu. Ada beberapa defenisi mengenai sistem
pemerintahan.sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.
2. Sistem pemerintah
Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan
dan fungsi pemerintahan.sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk
menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun beberapa negara sering terjadi tindakan
separatism karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun
merugikan rakyat.Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak
bisa diubah dan menjadi statis.Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem
pemerintahan yang statis, absolute maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya
hingga adanya desakan kaum minoritas untuk hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat,
menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi
pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga
menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya
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masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.
Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk
menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan Negara dalam waktu
relative lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari
rakyatnya itu sendiri.
3. Siyasah Syariah
Siyasah Syariah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan
masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.
Khallaf merumuskan siyasah syar’iyah denganPengelolaan masalah-masalah
umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan
terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan
ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meski pun tidak sejalan dengen
pendapat para ulama mujtahid.
4. Negara Islam
Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedangkan negara menurut Prof. Sumantri
adalah suatu organisasi kekuasaan karenanya dalam setiap organisasi yang bernama
negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai
kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat
tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.
Konsep negara Islam menurut Muhammad Husain Haikal adalah negara yang
pengelolaannya didasarkan pada tiga prinsip dasar yang digariskan Islam, yaitu
prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang ketiganya mengacu kepada
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ajaran tauhid yang merupakan ajaran inti dalam Islam. Implementasi dari ketiga
prinsip tersebut hanya dimungkinkan jika negara itu mengambil bentuk republik yang
demokratis dan konstitusional, dan tidak mungkin pada negara yang bercorak
teokratis, aristokrasi, absolut dan tiranik.
Negara ini berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-
ikatan warna kulit, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap manusia, di mana
pun mereka berada di muka bumi ini dapat menerima prinsip-prinsipnya apabila ia
ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya dan memperoleh hak-haknya
sama persis tanpa perbedaan, kefanatikan atau kekhususan. Dan setiap negara di
seluruh dunia yang ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip ini adalah “negara Islam”,
baik ia berdiri di Afrika, di Amerika, di Eropa atau di Asia.
D. Kajian Pustaka
Dengan memperhatikan tema yang dibahas, maka sumber data yang
diperlukan berkenaan dengan buku-buku atau literatur mengenai masalah-masalah
tata negara Islam.
H. A. Dzajuli dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyāsah.Yang diterbitkan
oleh PT Kencana tahun 2010. Buku ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang
luas. Pembahasannya mencakup pengertian fiqh siyāsah itu sendiri, siyasah
dusturiyah, siyasah dauliyah hingga siyasah maliyah. Siyāsah dusturiyah yang
berkaitan dengan tema karya tulis ini dipaparkan dalam buku ini sebagai hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Selain itu, dibahas juga mengenai
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imamah beserta hak dan kewajibannya, rakyat (status, hak dan kewajibannya),
persoalan bai’at, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan persoalan
wuzaroh beserta perbandingannya. Pada bagian pembahasan mengenai rakyat, yang
dijelaskan dalam buku ini hanya membahas hak-hak rakyat secara umum. Persoalan
hak politik rakyat tidak dibahas dalam ulasan yang khusus dalam buku ini.
Prof. Dr. Ahmad Shalaby dalam bukunya yang berjudul Masjarakat
Islamditerbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tahun 2007.Yang membahas dasar
pembentukannya, factor yang melemahkannya, dan cara memperbaikinya. Di
Indonesiakan oleh Prof Muchtar Jahja. Yang mencakup keadaan dunia dikala
Muhammad diutus, cara Muhammad membentuk masyarakat Islam yang pertama.
Masyarakat Islam mendirikan mesjid untuk pertemuan kaum Muslimin dan
mengadakan diantara kaum Muslimin dan bukan Muslimin. Agama dan Negara
dalam Islam, Islam tidak menyisihkan antara agama dan Negara. Maka sebagaimana
Islam memperkatakan tentang Tuhan, dan menetapkan keesaan Tuhan itu, begitu juga
tentang surga dan neraka, pahala dan siksa, dan sebagaimana Islam menetapkan wajib
sembahyang, puasa, dan menganjurkan budi pekerti yang luhur, demikian pula islam
mensyariatkan hukum-hukum tentang jual beli, sewa-menyewa, gadai, hukuman-
hukuman, pusaka, peperangan, perkawinan dan perceraian.
Ada diantara khalifah itu orang yang berilmu, mereka inilah yang ada
mementingkan ilmu pengetahuan itu, dan mereka memandang bahwa ilmu
pengetahuan adalah satu syarat yang amat perlu bagi orang yang akan memegang
jabatan khalifah itu.
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Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya berjudul Ilmu Politik Islam IV dan
Sejarah Islam dan umatnyayang diterbitkan oleh PT Bulan Bintang tahun
1987.Pembahasan dalam bukunya mencakup sistem pemerintahan dan politik pada
masa kejayaan islam. Sejarah telah mengukir bahwa pada masa abbasiyyah, umat
islam berada dipuncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia saat itu.hal ini
dikarenakan sistem pemerintahan dan politik yang lebih tertata dengan bagus. Dan
dijalankan oleh kekhalifahan dinasti bani abbasyiah sehingga sebagai hasilnya dapat
dilihat dengan adanya kemajuan baik dalam aspek ilmu pengetahuan, ketatanegaraan
dan lain sebagainya.
Farid Abdul Khaliq dalam bukunya yang berjudulFikih Politik Islamterbitan
tahun 2005 PT Bulan Bintang.yang mencakup pembahasan seputar prinsip-prinsip
konstitusional dalam Islam, cabang musyawarah, ahlul hilli wal aqdi (dewan
perwakilan rakyat), hak-hak politik non Muslim dalam Islam dan dinegara Islam,
serta persamaan hak. Dalam kepustakaan Islam telah dikenal fikih politik (fiqh
siyāsah) yang mendasari pandangannya bahwa syariat Islam, disamping mengatur
tentang ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan akhlak, juga
mencakup hubungan antara individu dengan Negara dan pemerintah atau hubungan
antara pemimpin dengan rakyat.
Prof. AB. Wahhab Khollaf, bukunya yang berjudul Ringkasan sejarah
perundang-undangan Islamdengan penerbit PT Grafindo tahun 2008, dalam
pembahasan bukunya mengenai periode rasul Allah, periode sahabat, periode
pembukuan dan imam-imam mujtahidin, periode Taqlid dan pelopor aktivitas
pembentukan hukum Indonesia modern.
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Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, dalam bukunya fiqh siyāsah ajaran, sejarah
dan pemikiranpenerbit Pustaka Sejarah tahun 1997, dalam pembahasan buku
mencakup prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, ruang
lingkup fikih siyāsah, istilah-istilah penting dalam sejarah lembaga pemerintahan
muslim dan praktek pemerintahan islam yang perkembangan dalam sejarah.
Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik
golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang
berpandangan sekuler.
Gamal Al-Banna, Agama &Negara dalam bukunya membahas pada
pemerintahan dinegari-negeri barat terbitan tahun 2000, semisal inggris yang telah
berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan menciptakan
“Negara kemakmuran” (walfare state).
Berdasarkan beberapa buku yang dicantumkan di atas baik secara kelompok
maupun individutidak membahas tentang sistem pemerintahan dalam Negara Islam,
Namun dalam beberapa buku yang membahas tentang pemerintahan dalam Islam,
tetapi bukan menjelaskan secara lengkap tentang masalah yang akan ditulis.
E. Metodologi Penelitian
Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari
berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang
digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian.2 Metode
2Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. II; Bandung: CV. Mandar
Maju, 2016), h. 3.
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penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.3 Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit
kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.4
Bertolak dari pemahaman di atas, maka karya tulis ini disusun berdasarkan
metodologi penelitian hukum dengan menggunakan acuan yang telah digunakan oleh
para peneliti sebelumnya.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Deskriptif dan kepustakaan (Library Research) yang menjelaskan secara sistematis
dan normatif mengenai permasalahan yang menjadi perhatian skripsi ini.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan konstitusional yang menjelaskan
tentang konsep ketatanegaraan dengan cara mengumpulkan data primer maupun
sekunder atas obyek-obyek yang hendak diteliti dan diuji.
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer yakni al-Qur’an dan
sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab-kitab
tata negara, seperti Al-Ahkam Sulthaniyah karya Imam Al-Mawardi yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga hasil dari penelitian hukum
siyāsah syariah. Kemudian diperkaya dengan tulisan mengenai tata negara Islam
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXIII; Bandung:
Alfabeta, 2016), h. 2.
4Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h. 10.
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seperti Fiqh Siyāsah, Dunia Islam Abad Ke-19 M, Khilafah dan Kerajaan bangkit dan
runtuhnya Daulah Bani Saljuk dan masyarakat Islam yang berkaitan dengan
penelitian diatas.
Data yang lain bersumber dari media massa tentang perkembangan
peristiwasistem pemerintahan islam dalam perspektif hukum islam.Dalam
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan dari orang lain secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah redaksinya. Mengutip
secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.
b. Kutipan tidak langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata tetapi
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa
sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan
untuk kepentingan kejelasan.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diorganisasikan kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan,
rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara
lain:
a. Identifikasi data merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan
analitis untuk melakukan pengorganiasasian bahan hukum melalui
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prosedur atau tata cara seleksi.5 Bahan hukum (kepustakaan) mempunyai
relevansi dengan penelitian.6 Data yang digunakan adalah data yang
berkaitan dengan tata negara Islam dan hak warga negara.
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan
dengan pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah
dipahami oleh pembaca serta tidak bertele-tele dalam pembahasan suatu
masalah.
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui keterkaitan dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menentukan pokok jawaban permasalahan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan
faktual sesuai dengan literatur dan sumber bacaan.
Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data
kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan jalan mengumpulkan data dan
mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan dengan
masalah yang diteliti. Kemudian menganalisanya berdasarkan pendekatan dan
mengembangkannya dengan menuliskan kembali apa-apa yang dianggap penting
untuk dibahas.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
5Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015),
h. 83.
6Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h. 102.
18
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui sistem pemerintahan Bani
Abbasyiah.
b. Tujuan khusus antara lain sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Bani Abbasyiah
dalam perspektif siyāsah syariah.
2) Untuk menganalis apakah Bani Abbasyiah deislamisasi atau masih
dalam kerangka islam.
2. Kegunaan
a. Secara teoritis
Kegunaan penelitian ini yaitu memberikan sumbangsi pemikiran, baik
berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun ilmu keislaman
secara khusus dalam melaksanakan pembaharuan dan supremasi hukum di Indonesia.
d. Secara praktis
Adapun kegunaan praktisnya apabila penelitian ini dapat memberi sumbangan
langsung dalam pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia pada masa-
masa yang akan datang.
Dengan tercapainya tujuan dan maksud penelitian tersebut, setidaknya
memberi semangat kepada peneliti khususnya dan umat Islam umumnya akan
terlaksananya syariat Islam di muka bumi.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
A. Pengertian Pemerintahan
Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Kawasan tersebut adalah
wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka. Dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia, Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan
mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-
bagiannya. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang
memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan
kebijakan untuk mencapai tujuan Negara.7
Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit
pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan yaitu
semua yang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau
lembaga, alat kelengkapan Negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk
mencapai tujuan Negara. Lembaga Negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif,
legislative dan yudikatif. Jika pemerintah adalah lebih kearah organ, pemerintahan
menunjukkan kearah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau
wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan
aktivitas.
7 Ibrahi Hassan. Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989). h.34
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Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan
kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan
Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang
bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar Negara,
rakyat, atau penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara.
Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi structural fungsional sebagai sebuah
sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas
dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara.
B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan dalam Islam
Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali
dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang
menjadika landasan berdirinya pemikiran, konsep, standar, serta hukum-hukum yang
dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun aspek dari undang-undang
dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang
menggambarkan wujud Negara, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama
sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.
Sistem Islam tidak pernah memberikan kekhususan pada khalifah atau imam
dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak,
selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah
simbol bagi umat, yang menjadi Khalifah namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa.
Sistem pemerintahan Islam terdiri diatas pilar akidah Islam, serta hukum-
hukum syara. Dimana kedaulatannya ditangan syara, bukan ditangan umat. Dalam hal
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ini, baik umat maupun Khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang
berhak membuat aturan adalah Allah swt. Begitupula umat tidak berhak untuk
memecat Khalifah adalah syara semata. Akan tetapi umat berhak untuk
mengangkatnya sebab Islam telah menjadikan kekuasaan ditangan umat. dalam
tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat
dalam wilayah Negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan. Bahkan
Islam memberikan semua hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non-Islam
yang memiliki kewarganegaraan.
Sistem pemerintahan Islam bukan federasi, tetapi sistem pemerintahan Islam
adalah kesatuan. Begitu pula dengan anggaran belanjanya akan diberikan secara sama
untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Pemerintahan Islam
sesungguhnya segala sesuatunya didasarkan pada ketentuan syara’ dan setiap rakyat
berhak untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya segala ketentuan dan aturan
didalam pemerintahan Islam yang tidak ada dasar ketentuannya didalam Al-Quran,
As-Sunnah, Ijma’, maupun ketentuan didalam menjalankan roda pemerintahan Islam
itu sendiri.
Bentuk pemerintahan menurut Islam adalah berdasarkan musyawarah.
Berfirmanlah Allah swt. Dalam Surah Ali-Imran (3:159) :
                 
                            
    
Terjemahanya :
”Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar,
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tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawi
seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan).Kemudian apabila engkau
telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah.Sungguh, Allah
mencintai orang bertaqwal.”
Adapun prinsip-prinsip pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara
dalam islam yaitu prinsip Musyawarah yang bukanlah suatu hal yang baru dalam
islam, sebab Nabi Muhammad saw sendiri selama hidupnya senantiasa
mengamalkannya. Dengan Musyawarah, Islamic political cause dapat diperjuangkan.
Sehingga kepentingan-kepentingan Islam dalam arti yang luas akan padat terlindungi
dengan baik. Islam menggunakan istilah Musyawarah ini sebagai pondasi utama
dalam kehidupan politik, disamping elemen-elemen yang lain yang juga berperan
penting.8Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang pentingnya Musyawarah itu
dalam firman Allah swt. Surah Asy Syuura ayat (26:38) : 
         
Terjemahanya:
“Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan Nya dan
mendirikan shalat, sedang segala perkara mereka selesaikan dengan
musyawarah diantara mereka”.
Adapun Bentuk Pemerintahan Islam :
1. Kedaulatan ditangan syarak (As siyadah li as syar’i)
Menjadikan pengendalian dan penguasa adalah hukum syarak, mempunyai
kedudukan yang sama dihadapan hukum syarak tanpa membezakan penguasa
8Gaffar Affan, Islam dan Demokrasi: pengalaman Empirik yang tertindas Dalam
Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA, (Jakarta:Paramadinah1, 995),
h.348
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(Khalifah) maupun rakyat (umat). ketaatan kepada khalifah terikat dengan ketentuan
hukum syarak, bukannya ketaatan secara mutlak, tidak pada perkara kemaksiatan.
Wajib mengembalikan masalah kepada hukum syarak apabila berlaku perselisihan
antara umat dengan Khalifah. Adanya mahkamah yang bertugas untuk
menghilangkan penyimpangan terhadap hukum syarak yaitu mahkamah mazalim.
2. Kekuasaan ditangan umat (As Sulthan li al ummat)
Tiada kekuasaan yang diperoleh oleh seorang muslim kecuali diberikan oleh
umat. dengan cara bai’at. Oleh itu hukum fardhu kifayah untuk mengangkat Khalifah.
Hukum fardhu ain untuk mentaati Khalifah. Meskipun umat berhak mengangkat
penguasa namun kedudukannya bukan sebagai mustajir (majikan) dan khalifah bukan
sebagai ajir (buruh). Tidak seperti sistem demokrasi, rakyat (majikan)
memilih/mengangkat pemimpin (buruh), rakyat pengubal undang-undang dan
pemimpin melaksanakan undang-undang tersebut. Khalifah adalah pelayan umat
dengan memenuhi maslahat mereka dan mencegah mudarat yang menimpa mereka.
3. Pengangkat satu khalifah untuk seluruh muslimin hukumnya wajib (wujūb
nasbi al-khalifah al-waḥid li al-muslimin)
Khalifah islam wajib hanya ada satu. Tidak boleh ada lebih dari satu khalifah
dalam satu zaman seperti pada zaman Abbasyiah adalah kesalahan yang tidak
dijadikan sebagai dasar hukum syarak. Bentuk Negara kekhalifahan Islam adalah
berbentuk kesatuan. Hanya Negara (khalifah), satu undang-undang dan hanya satu
Negara (tanpa sempadan antara Negara Islam dengan Negara Islam seperti sekarang).
Sistem pemerintahan khalifah Islam mengikuti sistem pusat. Pemerintahan
merupakan kuasa khalifah dan kekuasaan dalam satu Negara adalah tunggal. Dalam
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dunia ini hanya ada satu Negara Islam sahaja. Khalifah adalah Negara. Ahli politik
barat mendefenisikan Negara adalah kumpulan dari pada wilayah, rakyat dan
pemerintahan. Islam menggambarkan wilayah Islam senantiasa berkembang.
4. Khalifah mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum
syarak untuk menjadi undang-undang (li al-khalifah waḥdaṭḥaq at
Ṭabāni).9
C. Sistem Pemerintahan Dalam Islam
Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah, Khilafah secara
syar’i adalah kepemimpiman umum bagi kaum Muslimin seluruhnya di dunia untuk
menegakkan hukum-hukum syara’ islami dan mengemban dakwah Islam ke seluruh
dunia. Khilafah adalah imamah itu sendiri. Khilafah adalah bentuk pemerintahan
yang dinyatakan oleh hukum-hukum syara’ agar menjadi daulah Islam sebagaimana
yang didirikan oleh Rasulullah saw di Madinah al-Munawarah, dan sebagaimana
yang ditempuh oleh para sahabat yang mulia setelah beliau. Pandangan ini dibawa
oleh dalil-dalil al-Quran, as-Sunnah dan yang menjadi kesepakatan ijmak sahabat.
Tidak ada yang menyelisihinya di dalam umat ini seluruhnya kecuali orang yang
dididik berdasarkan tsaqafah kafir imperialis yang telah menghancurkan daulah
Khilafah dan memecah belah negeri kaum Muslimin.
Sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah republik dan juga bukan
demokrasi, Sistem republik demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tegak di
9Suluk Lembayunk. Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah,
(http:///www.blog.html, diakses pada tanggal 19 Oktober 2011).
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atas asas pemisahan agama dari kehidupan dan menetapkan kedaulatan sebagai milik
rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki hak menetapkan hukum dan syariat. Rakyat
yang memiliki hak mendatangkan penguasa dan mencopotnya. Rakyat pula yang
memiliki hak menetapkan konstitusi dan undang-undang. Sementara sistem
pemerintahan Islam itu berdiri di atas asas akidah islamiyah dan berdasarkan hukum-
hukum syara’. Kedaulatan dalam sistem pemerintahan Islam adalah milik syara’
bukan milik rakyat. Umat maupun khalifah tidak memiliki hak membuat hukum.
Yang menetapkan hukum adalah Allah SWT. Akan tetapi Islam menetapkan
kekuasaan dan pemerintahan menjadi milik umat. Umat lah yang memilih orang yang
memerintah umat dengan islam dan mereka baiat untuk menjalankan hal itu. Selama
khalifah menegakkan syariah, dan menerapkan hukum-hukum Islam maka dia tetap
menjadi khlaifah berapapun lamanya masa jabatan khilafahnya. Dan kapan saja ia
tidak menerapkan hukum Islam maka masa pemerintahannya berakhir meski baru
satu hari atau satu bulan, dan ia wajib dicopot. Dari situ kita memandang bahwa ada
kontradiksi yang besar antara kedua sistem (Republik demokrasi dengan Khilafah)
dalam hal asas dan bentuk masing-masingnya. Atas dasar itu, maka tidak boleh sama
sekali dikatakan bahwa sistem Islam adalah sistem republik, atau bahwa Islam
menyetujui demokrasi.
Sistem pemerintahan Islam bukan kerajaan (monarkhi), Sistem pemerintahan
Islam tidak mengakui sistem kerajaan (monarkhi) dan tidak menyerupai sistem
monarkhi. Sistem monarkhi, pemerintahannya bersifat turun temurun, diwarisi anak
dari bapaknya sebagaimana anak mewarisi harta peninggalan bapak. Sistem monarkhi
memberi Raja keistimewaan dan hak-hak khusus, yang tidak boleh disentuh.
Sementara sistem Islam tidak mengkhususkan khalifah atau imam dengan suatu
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keistimewaan atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki sesuatu kecuali sama
seperti yang dimiliki oleh individu-individu umat. Sistem pemrintahan Islam tidak
diwariskan. Khalifah bukan seorang raja, melainkan dia adalah wakil dari umat dalam
urusan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat dengan
keridhaan untuk menerapkan syariah Allah kepada umat. Khalifah dalam seluruh
tindakan, kebijakan, keputusan dan pemeliharaannya terhadap urusan dan
kemaslahatan umat terikat dengan hukum-hukum syara’.
Sistem pemerintahan dalam Islam bukan imperium, Sistem imperium sangat
jauh dari Islam. Sebab sistem imperium tidak menyamakan diantara golongan
masyarakat di wilayah-wilayah imperium dalam hukum. Sebaliknya imperium
menetapkan keistimewaan untuk pusat imperium dalam hal pemerintahan, keuangan
dan perekonomian. Metode Islam dalam pemerintahan adalah menyamakan antara
semua rakyat yang diperintah di seluruh bagian daulah, mengingkari sektarianisme
rasial, memberi kepada non muslim yang menjadi warga negara seluruh hak-hak dan
kewajiban syar’i mereka, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban seperti yang
dimiliki oleh kaum muslimin secara adil. Maka dengan persamaan ini sistem
pemerintahan Islam berbeda dari imperium. Dengan sistem ini, sistem pemerintahan
Islam tidak menjadikan daerah-daerah sebagai jajahan. Sumber daya tidak
dikumpulkan di pusat untuk manfaat pusat saja. Sebaliknya seluruh bagian daulah
dijadikan sebagai satu kesatuan betapapun jauh jaraknya dan betapapun beragam
suku dan bangsanya. Setiap daerah dinilai sebagai bagian integral dari tubuh daulah.
Penduduknya memiliki seluruh hak yang dimiliki oleh penduduk pusat, atau daerah
lain manapun. Kekuasaan pemerintahan, sistem dan hukumnya adalah sama untuk
seluruh daerah.
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Sistem pemerintahan Islam bukan federasi, daerah-daerahnya terpisah dengan
kemerdekaan sendiri, dan menyatu dalam pemeritahan umum (federal). Akan tetapi
sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan, di dalamnya berbagai daerah dan
propinsi dinilai sebagai bagian dari satu negara yang sama. Keuangan daerah-daerah
semuanya dinilai sebagai satu keuangan dan satu neraca (anggaran) yang
dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sistem pemerintahan Islam
merupakan satu kesatuan yang sempurna, dimana kekuasaan tertinggi dibatasi hanya
di pusat umum dan ditetapkan memiliki kontrol dan kekuasaan terhadap semua
bagian daulah kecil ataupun besar. Tidak diperkenankan adanya kemerdekaan untuk
bagian manapun dari bagian daulah sehingga bagian-bagian daulah tidak tercerai
berai.
BAB III
PROFIL PEMERINTAHAN DINASTI ABBASYIAH
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A. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasyiah
Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasyiah, dinamakan khilafah
Abbasyiah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas
paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasyiah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah
ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaannya  berlangsung
dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d 656 (1258 M).10
Orang Abbasiyah merasa lebih berhak dari pada Bani Umayyah atas kekhalifahan
islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab keturunan
lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Proses berdirinya Dinasti Abbasiyah ini diawali dari tahap persiapan dan
perencanaan yang dilakukan oleh Ali ibn Abdullah ibn Abbas,seorang zahid yang
hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Persiapan yang
dilakukan Ali adalah melakukan propaganda terhadap umat islam (utamanya Bani
Hasyim). Propaganda Muhammad ibn Ali mendapat sambutan yang luar biasa dari
masyarakat karena beberapa faktor yaitu meningkatnya kekecewaan kelompok
mawali terhadap Dinasti Bani Umayyah karena selama Dinasti ini berkuasa mereka
ditempatkan pada posisi kelas dua dalam sistem sosial sementara orang-orang Arab
menduduki kelas bangsawan, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab dengan
lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab utara dengan Arab selatan, timbulnya
kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan yang sekuler karena mereka
menginginkan pemimpin negara yang memiliki pengetahuan dan integritas
keagamaan yang mumpuni, perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak
10Badri Yatim, Sejarah Peradilan Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta- Rajawali Press)
hlm.49
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mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh Bani Umayyah karena mereka
tidak mudah melupakan peristiwa tersebut.
Sebelum menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah,para keluarga Abbas
melakukan berbagai persiapan dengan melakukan pengaturan strategi yang kuat dan
persiapan yang matang juga dukungan yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu
sangat diperlukan pemikiran matang dan strategi yang dapat memperhitungkan
keadaan untuk melakukan gerakan propaganda tersebut.
Ali bin Abdullah bin Abbas kemudian digantikan anaknya Muhammad bin
Ali.Pada masa Muhammad bin Ali ini,usaha mendirikan dinasti Abbasiyah semakin
meningkat dengan memperluas gerakan antara lain kota al-Humaymah sebagai pusat
perencanaan dan organisasi,Kufah sebagai kota penghubung dan Khurasan sebagai
pusat gerakan praktis. Setelah Muhammad bin Ali wafat,beliau digantikan oleh
anaknya Ibrahim al-Imam.Guna mempertahankan wilayahnya beliau mengangkat
panglima perang Abu Muslim al-Khurasan dan berhasil merebut Khurasan dan
mencapai kemenangan.Setelah beliau wafat,perjuangannya diteruskan oleh adiknya
yaitu Abu Abbas bin Muhammad bin Ali,beliau ingin merangkul kekuatan dari
keluaga lain yaitu Bani Hasyim dan kaum Alawiyin yang tidak pernah mendapat
perhatian dan dikucilkan oleh Dinasti Umayyah.
Dengan bergabungnya Bani Hasyim dan Kaum Alawyin maka gerakan Abu
Abbas menjadi kekuatan yang ditakuti oleh Bani Umayyah,melihat posisinya
semakin terpojok akhirnya Marwan bin Muhammad,peguasa terakhir Dinasti Bani
Umayyah menyelamatkan diri dari kejaran massa menuju ke wilayah Mesir tepatnya
di Fustad,disitulah dia mati terbunuh pada tahun 132 H/750 M. Terbunuhnya
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Khalifah terakhir Bani Umayyah ini menandai era baru dalam perjalanan sejarah
pemerintahan islam,kemudian kekuasaan pindah ke tangan penguasa baru yaitu para
penguasa yang berasal dari keturunan Hasyim atau keturunan Abbas kemudian
Dinasti ini disebut dengan Dinasti Abbasiyah.
Setelah kematian Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah masa Khulafaur
Rasyidin dan berganti dengan pemerintahan Dinasti Umayyah dibawah pimpinan
Muawiyah bin Abi Sofwan. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, Islam
semakin berkembang dalam segala aspek hingga perluasan daerah kekuasaan.
Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah, digantikan oleh pemerintahan dinasti
Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan
umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW,
Berdirinya dinasti ini sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan
oleh Bani Hasyim setelh wafatnya Rasulullah SAW. yaitu menyandarkan khilafah
kepada keluarga Rasul dan kerabatnya.
Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan dinasti Bani Abbas atau khilafah
Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan khilafah Abbasiyah
karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi
Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn
Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam
rentang waktu yang panjang,dari tahun 132 H (750 M) s. d 656 H (1258). Selama
dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan
perubahan politik, sosial, dan budaya.11
11 Asnawi, Muh. Sejarah Kebudayaan Islam, (Semarang: CV.Aneka Ilmu,2009). H.122
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Ketika dinasti Umayyah berkuasa Bani Abbas telah melakukan usaha
perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan
sejak masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berkuasa. Khalifah itu
dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syi’ah. Gerakan
itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani abbas, seperti Ali bin Abdullah bin
Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan,
meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu Ibrahim
meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan
karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangan
Abu abbas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah,
termasuk khalifah Marwan II yang sedang berkuasa.
Orang Abbasiyah, disebutkan Abbasiyah merasa lebih berhak dari pada Bani
Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim
yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang
Umayah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi perang siffin. Oleh karena
itu, untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan yang luar
biasa melakukan pemberontakan terhadap Umayyah.
Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah diwarnai
dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama
Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang
panjang dalam sejarah Islam.
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Dalam sejarah berdirinya pemerintahan Dinasti Abbasiyah, menjelang akhir
Daulah Amawiyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain
disebabkan:
1. Penindasan yang terus menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim
pada umumnya.
2. Merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka
tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan.
3. Pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara
terang-terangan.
Oleh karena itu, logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan
mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Amawiyah. Gerakan ini
menghimpun;
a)      Keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah;
b)      Keturunan Abbas  (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman;
c)      Keturunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-khurasany.
Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun
132 H/ 750 M tumbanglah Daulah Amawiyah dengan terbunuhnya Marwan ibn
Muhammad, Khalifah terakhir. Dengan terbunuhnya Marwan mulailah berdiri Daulah
Abbasiyah dengan diangkatnya Khalifah pertama, Abdullah ibn Muhammad, dengan
gelar Abu al-Abbas al-Saffah, pada tahun 132-136 H/ 750-754 M.
Pada awalnya kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai  pusat
pemerintahan, dengan Abu as-Saffah (750-754 M) sebagai Khalifah pertama.
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Khalifah penggantinya, Abu ja’far al-Mansur (754-775) memindahkan pusat
pemerintahan kebaghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam
mengembangkan pemerintahan. Sehingga dapatlah dikelompokkan masa daulah
Abbasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan.12
Sedangkan menurut asal- usul penguasa selama masa 508 tahun daulah Abbasiyah
mengalami tiga kali pergantian penguasa. Yaitu Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani
Seljuk.
Adapun periodisasi dalam Pemerintahan Dinasti Abbasiyah adalah sebagai
berikut :
1. Periode Pertama (750-847 M) disebut periode pengaruh Persia pertama
Diawali dengan Tangan Besi. Sebagaimana diketahui Daulah Abbasiyah
didirikan oleh Abu Abas. Dikatakan demikian, karena dalam pemerintahan
Abbasiyah berkuasa dua dinasti lain disamping Dinasti Abasiyah. Ternyata dia tidak
lama berkuasa, hanya empat tahun. Pengembangan dalam arti sesungguhnya
dilakukan oleh penggantinya, yaitu Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M). Dia
memerintah dengan kejam, yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan
pemerintahan Bani Abasiyah.
Pada periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyah masih menekankan pada
kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Abasiyah ini telah
diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas as-Safak dan Abu Jakfar al-Mansur, maka
puncak keemasan dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, sejak masa
khalifah al-Mahdi (775-785 M) hinga Khalifah al-Wasiq (842-847 M). zaman
12Bojena Gajane Stryzewska, Tarikh al-Daulat al-Islamiyah, (Beirut: Al-Maktab Al-Tijari)
hlm.360
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keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Jakfar, dan
mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Dimasa-masa itu para
Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusasteraan pada
khususnya dan kebudayaan pada umumnya.
2. Periode Kedua (232 H/ 847 M – 334H/ 945M) disebut masa pengaruh
Turki pertama
Kebijakan Khalifah Al-Mukasim (833-842 M untuk memilih anasir Turki
dalam ketentaraan kekhalifahan Abasiyah dilatarbelakangi oleh adanya persaingan
antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Makmun dan sebelumnya.khalifah
Al-Mutawakkil (842-861 M) merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang
lemah.
Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan
Zanj didataran rendah Irak selatan dan Karamitah yang berpusa di Bahrain. Faktor-
faktor penting yng menyebabkan kemunduran Bani Abas pada periode adalah.
Pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, sementara komunikasi
lambat. Yang kedua, profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada
mereka menjadi sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan
tentara sangat besar. Setelah kekuatan militer merosot, khalifah tidak sanggup lagi
memaksa pengiriman pajak ke Baghdad.
3. Periode Ketiga (334 H/945-447 H/1055 M) masa kekuasaan dinasti
Buwaih dalam pemerintahan khalifah Abbasyiah. Disebut masa pengaruh
Persia kedua.
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Posisi pemerintahan Abbasiyah yang berada dibawaah kekuasaan Bani
Buwaihi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan Khalifah lebih buruk
ketimbang di masa sebelumnya, lebih-lebih karena Bani Buwaihi menganut aliran
Syi’ah. Akibatnya kedudukan Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah
dan diberi gaji. Sementara itu bani Buwaihi telah membagi kekuasaanya kepada tiga
bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasi wilayah
bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah al-ahwaz, Wasit, dan Baghdad.
Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam, karena telah
pindah ke Syiraz dimana berkuasaAli bin Buwaihi.
4. Periode Keempat (447 H/1055M-590 H/1199 M) masa kekuasaan Dinasti
Bani Seljuk dalam pemerintahan khalifah Abbasyiah. Disebut masa
pengaruh Turki kedua.
Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Seljuk dalam Pemerintahan
Abasiyah. Kehadirannya atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani
Buwaihi di Baghdad. Keadaan Khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena
kewibawannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai
orang-orang Syiah.
5. Periode Kelima (590 H/ 1199M-656 H / 1258 M) masa khalifah bebas dari
pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif disekitar kota
Baghdad.
Telah terjadi perubahaan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini,
Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada dibawah kekuasaan suatu dinasti tertentu.
Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya
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wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya, pada masa inilah
tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun
656 H/ 1256 M.
B. Kebijakan Politik Dinasti Abbasyiah
Pemerintahan Dinasti Abbasyiah berkuasa kurang lebih selama lima abad
(750-1258 M). Pemerintahan yang panjang tersebut dapat dibagi dalam dua periode.
Periode I adalah masa antara tahun 750-945 M, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas
sampai al-Mustakfi. Periode II adalah masa 945-1258 M, yaitu masa al-Mu’ti sampai
al-Mu’tasim. Pembagian periodisasi diasumsikan bahwa pada periode pertama,
perkembangan diberbagai bidang masih menunjukkan grafik vertical, stabil dan
dinamis. Sedangkan pada periode II, kejayaan terus merosot sampai datangnya
pasukan Tartar yang berhasil menghancurkan Dinasti Abbasyiah. Khalifah yang
memerintah masa Abbasyiah ada 37 khalifah tersebut hanya 10 khalifah pertama
yang dianggap berjasa dalam meletakkan pondasi pemerintahan Abbasyiah. Tapi ada
juga yang mengatakan bahwa khalifah yang paling berjasa adalah pada periode al-
Mahdi sampai al-Watsiq. Peran khalifah tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.
Pada zaman Dinasti Abbasyiah konsep kekhalifaan (pemerintahan)
berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda
sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya.
Sistem politik yang dijalankan oleh pemerintahan Dinasti Abbasyiah antara
lain :
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1. Para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur, panglima
perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan
Mawali.
2. Kota Baghdad ditetapkan sebagai Ibu kota Negara dan menjadi pusat
kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan.
3. Kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi.
4. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat. penting dan
mulia.
5. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan
tugasnya dalam pemerintah.
Selain sistem politik yang diterapkan diatas, pemerintahan Dinasti Abbasyiah
periode I juga mengembangkan kebijakan politik diantaranya :
a. Memindahkan Ibu Kota dari Damaskus ke Baghdad
b. Memusnakan keturunan Bani Umayyah
c. Merangkul orang-orang Persia, dalam rangka politik memperkuat diri,
Dinasti Abbasyiah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada
kaum Mawali
d. Menumpas pemberontakan-pemberontakan
e. Menghapus politik kasta
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Berkaitan dengan itu Dinasti Abbasyiah memindahkan pusat pemerintahan
dari Damaskus ke Baghdad, pada tahun 762 M. keputusan ini didasarkan pada
pertimbangan politis dan alasan keamanan. Pertama, pertimbangan politis dan
keamanan, agar orang-orang Syria yang berada dalam wilayah Damaskus yang local
kepada Bani Umayyah menjadi kehilangan pengaruhnya di Istana Abbasyiah di
Baghdad. Kedua, pertimbangan ekonomi, karena Baghdad merupakan daerah
strategis untuk kepentingan ekonom. Ketika Al-Mansur mencari tempat, ia lebih
banyak mengikuti jalur Tigris dari pada Erfat karena manfaat tempat disekitar sungai
Tigris adalah jelas. Tanahnya tidak saja subur dari kedua tepi sungai tersebut, tetapi
juga banyak kanal dan terutama Tigris dapat dilalui oleh angkutan air sehingga ke
Teluk Persia.Ia juga menghubungkan kota-kota penting seperti Al-Raqqa, Al-Anbar,
dan Kufa. Ketiga, Baghdad terletak agak jauh dari pengaruh Arab. Dan sebaliknya, ia
banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia karena ia berada ditengah-tengah bangsa
Persia. Disamping itu tangan kanan yang membawa Bani Abbas kepada kekuasaan
adalah orang-orang Persia, maka setelah ia berkuasa, cendekiawan-cendekiawan
Persialah yang mereka gunakan sebagai pembesar-pembesar di Istana. Pemerintahan
Al-Mansur, seperti yang dikemukakan disebelum ini, mengadakan tradisi baru
dengan mengangkat wazir yang membawahi kepala-kepala Departemen. untuk
memegang jabatan wazir itu ia kemudian mengangkat Khalid Ibn Barmak, seorang
yang berasal dari Balkh di Persia.
Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah pemerintahan Dinasti Abbasyiah
pada waktu itu dibantu oleh wazīr (perdana menteri) yang jabatannya disebut
wizaraat. Wizaraat ini dibag menjadi 2 yaitu: pertama, wizaraat tafwid (memiliki
otoritas penuh dan tak terbatas), wizaraat ini memiliki kedaulatan penuh kecuali
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menunjuk penggantinya. Kedua, wizaraat tafwidz (memiliki kekuasaan eksekutif
saja) Wizaraat ini tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah dan
mengikuti arahannya.
C. Ciri-Ciri khas pemerintahan Dinasti Abbasyiah
Berbicara mengenai apa yang menonjol dari Pemerintahan Dinasti Abbasyiah
bisa dilihat dari berbagai aspek dimulai dari dengan berpindahnya ibu kota ke
Baghdad, pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab. Sedangkan
Dinasti Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Dalam periode pertama dan
ketiga, pemerintahan Dinasti Abbasyiah, yang mempunyai pengaruh kebudayaan
Persia yang sangat kuat dan pada periode kedua dan keempat, bangsa turki sangat
dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini.
Dalam pemerintahannya dikepalai oleh seorang raja. Raja menjadi penguasa
Tunggal dan sebelum meninggal dunia ia dapat menunjuk putra mahkota sebagai
penggantinya baik anak atau saudaranya. Sistem Monarki ini bertahan pada khalifah
Abbasyiah sampai abad kelima (750-1258 M).
Model pemerintahan Dinasti Abbasyiah yang diterapkan bisa dikatakan
asimilasi dari berbagai unsure. Ini terlihat jelas dari adanya periodesasi atau tahapan
pemerintahan Dinasti Abbasyiah. Dalam penyelenggaraan Negara, pada masa Bani
Abbas ada jabatan wazir, yang membawahi kepala-kepala departemen. jabatan ini
tidak ada didalam pemerintahan Bani Umyyah. Ketentraman professional baru
terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya tidak ada tentara khusus
yang professional. Masyarakat memiliki beragam profesi untuk memenuhi kebutuhan
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perekonomian mereka. Periode Abbasyiah banyak mencapai kemajuan pada bidang
perdagangan dan perniagaan. Baghdad, Basrah, dan Alexandria merupakan pusat
bisnis pada saat ini.
Dengan berdirinya kekuasaan Bani Abbasyiah terjadilah beberapa perubahan
social politik. Perubahan yang menonjol adalah tampilnya kelompok Mawalli,
khususnya Persia-Irak Menduduki peran penting dan posisi penting dalam
pemerintahan menggantikan kedudukan bangsa Arab. Pergeseran kedudukan social
dari kaum ningrat Arab oleh kelompok elite pemerintahan dalam seluruh aspeknya
melibatkan kecerdasan dan kesungguhan bangsa Persia. Karena itu pemerintahan
Abbasyiah sangat dominan terhadap pengaruh-pengaruh Persia. Dan tradisi keilmuan
Persia berkembang dengan pesat menjadi mode. Seni music mengalami kemajuan
pesat pada masa Abbasyiah, Ulaiyah merupakan salah satu pakar music yang tersohor
pada masa itu, seni tari juga berkembang dikalangan masyarakat.
Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad,
mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu
pengetahuan dan pengembangan budayaTimur Tengah. Tetapi pada tahun 940
kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya
orang Turki(dan kemudian diikuti oleh orang Mameluk diMesir pada pertengahan
abad ke-13), mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari
kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang
menyatukan dunia Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim
bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang
muslim Syi’ah dari Bani Fatimiyah yang mengaku bahwa anak perempuannya adalah
keturunan Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai Khalifah pada tahun 909,
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sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya ia hanya
menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia danLibya. Namun kemudian, ia mulai
memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Mesir danPalestina, sebelum akhirnya
Bani Abbasyiah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka
kuasai, dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyyah.
Dinasti Fatimiyyah kemudian runtuh pada tahun 1171. Sedangkan Bani Ummayah
bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Muslim di Spanyol, kemudian mereka
mengklaim kembali gelar Khalifah pada tahun 929, sampai akhirnya dijatuhkan
kembali pada tahun 1031.
Pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah, lebih menfokuskan diri pada upaya
pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa pemerintahan
ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu, usaha untuk
mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus
dilakukan. Untuk itu, pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah memperbaharui sistem
politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran. Agar semua kebijakan militer
terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah Dinasti Abbasiyah
membentuk departemen pertahanan dan keamanan, yang disebut Dīwānul Jundi.
Departemen inilah yamg mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan
pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik
militer bahwa pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, banyak terjadi
pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari
pemerintahan Dinasti Abbasiyah.
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D. Capaian-Capaian Pemerintahan Dinasti Abbasyiah
Berdirinya Bani Abbasiyah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani
Umaiyyah pada masa pemerintahan khalifah Hisyam Ibn Abdi Al-Malik muncul
kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah.
Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hasyim yang dipelopori keturunan Al-Abbas
Ibn Abd Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan
syiah dan kaum mawali yang merasa di kelas duakan oleh pemerintahan Bani
Umayyah. Pada waktu itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah
lemah dan membawanya kepada kehancuran, akhirnya pada tahun 132 H (750 M)
tumbanglah daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwan bin
Muhammad dan pada tahun itu berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas atau khalifah
Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas paman
Nabi Muhammad SAW, dinasti abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibn al-Abbas.
Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 H
sampai dengan 656 H. selama berkuasa pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-
beda sesuai dengan perubahanpolitik, sosial dan budaya.
Dinasti Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan
kekuasaan dinasti Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan
pembentukan dinasti ini. Diantaranya adalah: meningkatnya kekecewaan kelompok
Mawalli terhadap dinasti Bani Umayyah, pecahnya persatuan antarsuku-suku bangsa
Arab, dan timbulnya kekecewaan masyarakat agamis dan keinginan mereka memiliki
pemimpin kharismatik.
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Dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasannya karena terdapat beberapa faktor
diantaranya adalah :
1) Islam makin meluas tidak di Damaskus tetapi di Baghdad.
2) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan.
3) Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan wazīr.
4) Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia
danberharga.Para khalifah membuka kesempatan pengembagan pengetahuan seluas-
luasnya.
5) Rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang.
6) Daulah Abbasiyah,berbakat usaha yang sungguh-sungguh
membangunekonominya.Mereka memiliki pembendaharaan yang berlimpah-limpah
disebabkan penghematan dalam pengeluaran.
7) Para khalifah banyak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga
banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai ilmu pengatahuan,serta buku-buku
pengetahuan berbahasa asing diterjemahkan kedalam bahasa Arab.
8) Adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih
dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, asimilasi itu berlangsung efektif
dan bangsa-bangsa tersebut memberi saham pengetahuan yang bermanfaat.
Sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih
dari lima abad, telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah
berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian
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untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang
lainnya, seperti bidang-bidang sosial dan budaya.
Pada mulanya, ibu kota Negara adalah Al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun,
untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas Negara yang baru berdiri itu, Al-
Mansur memindahkan ibu kota Negara ke kota yang baru dibangunnya yaitu
Baghdad. Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang
sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan
didaerah perbatasan. Diantara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng
di Asia, Kota Malatia, Coppadocia dan Cicilia pada tahun 756-758. Pada masa Al-
Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan disektor pertanian,
melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Bani Abbas mencapai
puncaknya di zaman Khalifah Harun Al-Rasyid dan putranya Al-Ma’mun dengan
kekayaan yang banyak memanfaatkannya untuk keperluan social. Seperti rumah
sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Pemandian-pemandian juga di dirikan.
Kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta
kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Al-Ma’mun sebagai pengganti Al-
Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu.
Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada
masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal, seperti Abu Nawas,
Abu Athahiyah, Al Mutanabby, Abdullah bin Muqaffa dan lain-lainnya. Karya buah
pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalilah wa Dimna dan
lain sebagainya. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya
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juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori
musik Islam, Al farabi dan lain-lainnya.13
Selain bidang-bidang tersebut diatas, terjadi juga kemajuan dalam bidang
pendidikan. Pada masa-masa awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah, telah banyak
diusahakan oleh para khalifah untuk mengembangakan dan memajukan pendidikan.
Karna itu mereka kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari
tingkat dasar hingga tingkat tinggi.
Adapun bentuk-bentuk peradaban Islam pada masa daulah Bani Abbasiyah adalah
sebagai berikut :
a. Kota-Kota Pusat Peradaban
Di antara kota pusat peradaban pada masa dinasti Abbasiyah adalah Baghdad
dan Samarra. Bangdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan
Kholifah Abu Ja’far Al-Mansur (754-775 M) pada tahun 762 M. Sejak awal
berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu
pengetahuan. Ke kota inilah para ahli ilmu pengetahuan datang beramai-ramai untuk
belajar. Sedangkan kota Samarra terletak di sebelah timur sungai Tigris, yang
berjarak + 60 km dari kota Baghdad. Di dalamnya terdapat 17 istana mungil yang
menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain.
b. Bidang Pemerintahan
13Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, Jilid I, (Kairo: Lajnah Al-Ta’lif wa Al-Nasyr) hlm.207
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Pada masa Abbasiyah I (750-847 M), kekuasaan kholifah sebagai kepala
negara sangat terasa sekali dan benar seorang kholifah adalah penguasa tertinggi dan
mengatur segala urusan negara.Sedang masa Abbasiyah II 847-946 M) kekuasaan
kholifah sedikit menurun, sebab Wazir (perdana mentri) telah mulai memiliki andil
dalam urusan negara.Dan pada masa Abbasiyah III (946-1055 M) dan IV (1055-1258
M), kholifah menjadi boneka saja, karena para gubernur di daerah-daerah telah
menempatkan diri mereka sebagai penguasa kecil yang berkuasa penuh.Dengan
demikian pemerintah pusat tidak ada apa-apanya lagi.
Dalam pembagian wilayah (Provinsi), pemerintahan Bani Abbasiyah
menamakannya dengan Imaraat, gubernurnya bergelar Amir/ Hakim. Imaraat saat itu
ada tiga macam, yaitu ; Imaraat Al-Istikhfa, Al-Amaarah Al-Khassah dan Imaarat Al-
Istilau. Kepada wilayah/imaraat ini diberi hak-hak otonomi terbatas, sedangkan desa/
al-Qura dengan kepala desanya as-Syaikh al-Qoryah diberi otonomi penuh.
Selain hal tersebut di atas, dinasti Abbasiyah juga telah membentuk angkatan perang
yang kuat di bawah panglima, sehingga kholifah tidak turun langsung dalam
menangani tentara.Kholifah juga membentuk Baitul Mal/ Departemen Keuangan
untuk mengatur keuangan negara khususnya.Di samping itu juga kholifah
membentuk badan peradilan, guna membantu kholifah dalam urusan hukum.
c. Bangunan Tempat Pendidikan dan Peribadatan
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Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan adalah
madrasah. Madrasah yang terkenal saat itu adalah Madrasah Nizamiyah, yang
didirikan di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basrah, Tabaristan, Hara dan Musol oleh
Nizam al-Mulk seorang perdana menteri pada tahun 456 – 486 H. selain madrasah,
terdapat juga Kuttab, sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah, Majlis
Muhadhoroh sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuan, serta Darul Hikmah
sebagai perpustakaan.
Di samping itu, terdapat juga bangunan berupa tempat-tempat peribadatan,
seperti masjid.Masjid saat itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan
ibadah sholat, tetapi juga sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan takhassus.Di
antara masjid-masjid tersebut adalah masjid Cordova, Ibnu Toulun, Al-Azhar dan lain
sebagainya.
d. Bidang Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah terdiri dari ilmu naqli
dan ilmu ‘aqli.Ilmu naqli terdiri dari Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits Ilmu Fiqih, Ilmu
Kalam, Ilmu Tasawwuf dan Ilmu Bahasa. Adapaun ilmu ‘aqli seperti : Ilmu
Kedokteran, Ilmu Perbintangan, Ilmu Kimia, Ilmu Pasti, Logika, Filsafat dan
Geografi.
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BAB IV
ANALISIS PEMERINTAHAN DINASTI ABBASYIAH
A. Bentuk Pemerintahan Dinasti Abbasyiah
Sistem dan bentuk pemerintahan, demikian pula struktur organisasi
pemerintahan dan administrasi pemerintahan Dinasti ini pada dasarnya tidak jauh
berbeda dengan Dinasti Umayyah.Namun ada hal baru yang diciptakan oleh Bani
Abbas.Sistem dan bentuk pemerintahan Monarki yang diciptakan oleh Muawiyah bin
Abi Sufyan diteruskan oleh Dinasti Bani Abbasyiah dan memakai gelar
Khalifah.Tetapi derajatnya lebih tinggi dari gelar Khalifah di zaman Dinasti
Umayyah.Khalifah-Khalifah Abbasyiah menempatkan diri mereka sebagai żillullāh fi
al-arḍ (bayangan Allah dibumi).Penyebutan ini diperkuat dengan ucapan Abu Ja’far
Al-Mansur.“Sesungguhnya saya adalah Sultan Allah dibumi Nya”.Ini mengandung
pengertian bahwa khalifah memperoleh kekuasaan dan kedaulatan dari Allah, bukan
dari rakyat. Karena itu khalifah menganggap kekuasaanya ia peroleh atas kehendak
Tuhan dan Tuhan pula yang member kekuasaan itu kepadanya, maka kekuasaanya
bersifat absolut. Sebab, kekuasaanya ia anggap sebagai penjelmaan kekuasaan Tuhan
sebagai penguasa Tunggal alam semesta ini.  Karena itu pula kekuasaan absolute
khalifah-khalifah Abbasyiah lebih menonjol dari pada khalifah-khalifah Bani
Umayyah.14
14Abd Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldum, al-Mukaddimah, (Bairut ; DarLhy al-Turats Al-
Arabi, t,th) h.94
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Sistem pemerintahan Dinasti Abbasyiah membayangkan keadaan sebenarnya
masyarakat majmuk. Kerajaan Dinasti Abbasyiah didukung oleh berbagai bangsa
terutamanya bangsa Arab dan Parsi serta bangsa-bangsa lain.
Sistem birokrasi :
Semua hal yang berkaitan dengan pentadbiran dilaksanakan oleh sebuah
birokrasi yang berbentuk hierarki. Sistem birokrasi mencontohi kerajaan Sasanid
dengan majorit pegawai diambil daripada kelas Mawali yaitu orang Islam yang tidak
berketurunan Arab. Jawatan yang penting ialah wazir yang menjadi ketua seluruh
jentera pentadbiran.
Pengurusan pusat dan wilayah :
Dalam pentadbiran wilayah-wilayah, kerajaan pusat di Baghdad mempunyai
hubungan yang rapat dengan wilayah. Pentadbiran wilayah terserah kepada seorang
gubernur atau Amir yang dilantik dengan persetujuan wazīr untuk menguruskan hal-
hal kerajaan. Kedudukan amir bergantung kepada kebolehannya dan hubungan
dengan kerajaan pusat. Amir-amir tertakluk kepada pengawasan dīwān al-
Barid(Jabatan Pos). Setiap wilayah juga mempunyai jabatan pos sendiri dan amir dan
amir wajib melaporkan semua hal ehwal kerajaan wilayah kepada ketua jabatan pos
di Baghdad.
Pengurusan kehakiman :
Dalam urusan kehakiman segala urusannya diserahkan kepada ulama-ulama
yang dilantik oleh ketua hakim. Hal-hal sipil yang berkaitan dengan orang-orang
bukan islam terserah kepada ketua-ketua agama mereka sendiri manakala hal-hal
orang Islam diuruskan oleh qadi. Pelantikan hakim berdasarkan beberapa syarat
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seperti lelaki dewasa, beragama Islam, berfikiran waras, dan berpengalaman dalam
bidang ilmu pengetahuan.
Kemunculan pemerintahan Abbasyiah merupakan permulaan suatu orde baru
yang berasaskan ekonomi pertanian dan perdagangan serta kuasa pemerintah
kosmopolitan yang terdiri dari pada orang Arab Yaman yang menentang Umayyah
dan kelas Mawali yang berasal dari pada orang Parsi, Mesir, Berber. Ibu kota
pemerintahan Islam dipindah ke Ambar dan kemudiannya ke Baghdad. Oleh itu,
fokus politik dan pemerintahannya telah banyak dipengaruhi unsur-unsur kebudayaan
Parsi. Baghdad menjadi pusat kegiatan ekonomi dan intelektual dan mencapai puncak
kecermelangannya pada zaman khalifah Harus al-Rasyid dan anaknya al-Mamun.
Kedudukan Khalifah :
Khalifah merupakan kuasa tertinggi dalam struktur kerajaan Abbasyiah dan
sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Khalifah berkedudukan autokratik dan
semua perintah berpuncak daripadanya. Disamping kuasa sekular, khalifah
mempunyai kewibawaan spiritual (divine authority). Pada peringkat kemunduran
Abbasyiah, kedudukan khalifah terus dikekalkan karena ia dianggap punca kesahan
kewibawaan dan kuasa seseorang atau sesuatu jawatan. Kemudian seorang penguasa
yang mengklaim bahwa ia memperoleh kekuasaan dari Tuhan, dalam ilmu politik,
disebut teori ketuhanan. Teori ini menerangkan bahwa kedaulatan berasal dari
Tuhan.Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan Tuhan pula yang member
kekuasaan itu kepadanya.
Biro-Biro Pemerintahan pada Masa Bani Abbasyiah :
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a. Dīwānul Kitaabah (sekretaris Negara) yang bertugas menjalankan tata
usaha Negara.
b. Nidhamul Idary Al-Markazy yaitu sentralisasi wilayah dengan cara
wilayah jajahan dibagi dalam beberapa provinsi yang dinamakan Imaard,
dengan gubernurnya yang bergelar Amir atau Hakim. Kepala daerah hanya
diberikan hak otonomi terbatas; yang mendapat otonomi penuh adalah “al-
Qura” atau desa dengan kepala desa yang bergelar syaikh al-Qariyah. Hal
ini jelas untuk membatasi kewenangan kepala daerah agar tidak menyusun
pasukan untuk melawan Baghdad.
c. Amirul Umara yaitu panglima besar angkatan perang Islam untuk
menggantikan posisi khalifah dalam keadaan darurat.
d. Memperluas fungsi Baitul Maal, dengan cara membentuk tiga dewan :
Dīwānul Khazaanah untuk mengurusi keuangan Negara, Dīwānul al-
Azra’u untuk mengurusi kekayaan Negara dan Dīwān Khazaainus Sila,
untuk mengurus perlengkapan angkatan perang.
e. Organisasi kehakiman, Qiwan Qadlil Qudha (Mahkamah Agung), dan al-
Sutrah al-Qadlaiyah (jabatan kejaksaan), Qudhah al-Aqaalim (hakim
provinsi yang mengetuai pengadilan Tinggi), serta Qudha al-Amsaar
(hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri).
f. Dīwān al-Tawqi, dewan korespondensi atau kantor arsip yang menanganI
semua surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi ketetapan
khalifah, dewan penyelidik keluhan departemen kepolisian dan pos.
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g. Dīwān al-nazhar fi al mazhalim, dewan penyelidik keluhan adalah jenis
pengadilan tingkat banding, atau pengadilan tinggi untuk menangani
kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada departemen administrative
politik.
h. Dīwān al-syurthah, departemen kepolisian yang dikepalai oleh seorang
pejabat tinggi yang diangkat sebagai shalih al syurthah yang berperan
sebagai kepala polisi dan kepala keamanan istana.
i. Dīwān al-barid, departemen pos yang dikepalai oleh seorang pejabat yang
disebut shahih al-barid.
Bani Abbasyiah ini menerapkan pola pemerintahan berbeda-beda sesuai
dengan kondisi politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan dan
politik terbagi menjadi lima periode, yakni:
1. Periode Awal atau Pengaruh Persia Pertama (750-847), Ada 10 khalifah
yang memimpin pada masa ini, telah dikatakan pada awal pembahasan
bahwa salah satu ciri pemerintahan Abasiyyah adalah adanya unsur non
Arab yang mempengaruhi pemerintahannya seperti Persia dan Turki. Pada
awal pemerintahannya Abasiyyah lebih cenderung seperti pemerintahan
Persia dimana raja mempunyai kekuasaan absolut yang mendapat mandat
dari tuhan. Masa inilah yang mengantarkan abasiyyah pada puncak
kejayaannya.
2. Periode Lanjutan atau Turki Pertama (847-945), Ada 13 khalifah yang
memerintah pada masa ini, masa ini ditandai dengan kebangkitan orang
Turki salah satu cirinya adalah orang Turki memegang jabatan penting
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dalam pemerintahan, terbukti dengan dibangunnya kota Samarra’ oleh al-
Mu’tashim. Sepeninggal al-Mutawakkil, para jenderal Turki berhasil
mengontrol pemerintahan, sehingga khalifah hanya dijadikan sebagai
“boneka” atau simbol seperti khalifah al-Muntanshir, al-Mustain, al-
Mu’tazz, al-Muhtadi.
3. Periode Buwaihiyah atau pengaruh persia kedua (945-1055), Ada 5
khalifah yang memerintah pada masa ini, masa ini berjalan lebih dari 150
tahun, namun secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti dan
bermunculan dinasti-dinasti baru. Kemunculan dinasti Buwaihhiyyah ini,
pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang telah jatuh sepenuhnya
dibawah kekuasaan para pengawal yang berasal dari Turki. Dominasi bani
Buwaihiyyah berasal dari diangkatnya Ahmad bin Buwaih oleh al-
Muktafie sebagai jasa mereka dalam menyingkirkan pengawal-pengawal
Turki. Pengangkatan ini merupakan senjata makan tuan, dimana Ahmad
bin Buwaih yang diangkat sebagai amir umara’ dengan gelar Muiz ad
daulah menurunkan khalifah Muktafie.
4. Masa bani Buwaihiyyah ini, Abasiyyah menghadapi 2 polemik besar,
yaitu:
a. Adanya pemerintahan tandingan, yaitu berdirinya Fatimah (967-1171),
dinasti Samaniah di Khurasan (847-1055), dinasti hamidiah di Suriah
(924-1003), dinasti Umayyah di Spanyol (756-1030), dinasti
Ghaznawiyah di Afganistan (962-1187).
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b. Adanya perang ideologi antara syi’ah dan sunni. Sebenarnya,
Buwaihiyyah merupakan dinasti yang beraliran syi’ah, sehingga sejak
awal pemerintahannya mereka memaksakan upacara-upacara syi’ah
seperti upacara kematian Husain cucu Rasulullah harus diperingati, jika
tidak mau maka akan dihukum atau disiksa. Namun pemaksaan tersebut
tidak berjalan lama karena herus berhadapan dengan masyarakat Sunni
ditambah dengan adanya manifesto Baghdad yang secara langsung
menghentikan propaganda Buwaihiyyah atas Syi’ah di Baghdad.
Pada masa Dinasti Abasiyyah dalam sistem pemerintahan mulai diadakan
pembaharuan-pembaharuan dalam ketentaraan diantaranya adalah dengan:
a. Membuka keanggotaan tentera bukan hanya untuk orang Arab saja akan
tetapi juga kepada orang non Arab
b. Mengemas sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan
c. Memberikan Gaji dan hadiah kepada tentera, misalnya: Khalifah
hadiahkan sebidang tanah untuk menghargai jasa tentera. Cara ini dikenali sebagai
"Al-Iqtha'
Dengan melakukan beberapa pembaharuan-pembaharuan tersebut akhirnya
tentara Islam pada masa Dinasti Abasiyyah pun mengalami kejayaan.
B. Tujuan dan Arah Pemerintahan Dinasti Abbasyiah
Dalam kajiannya Siyāsah berkaitan dengan persoalan pengaturan dan
pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan jalan
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membimbing mereka kearah keselamatan dan menunjukkannya dari kemudaratan.
Siyāsah Syar’iyah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Ia
senantiasa terlibat dalam pergaulan sosial dan pergumulan budaya. Fakta seperti itu
telah, sedang, dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Pemecahan
atas berbagai masalah yang terkait dengan ihwal Siyāsah Syar’iyah lebih bersifat
kontekstual, sehingga dengan demikian gejala Siyāsah Syar’iyah menampakkan diri
dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.
Cukup beralasan apabila pencarian konsep dan bentuk Negara sebagai isu
sentral yang selalu menarik untuk diperbincangkan dikalangan para ahli sepanjang
sejarah pemikiran politik Islam.Hal ini disebabkan karena Al-Quran tidak
memberikan penjelasan secara tegas dan rinci mengenai konsep dan bentuk Negara
yang harus dibangun, melainkan hanya menggunakan tema-tema dan prinsip umum
mengenai pengelolaan pemerintahan atau Negara.Namu hal ini bukan berarti pula
bahwa kepemimpinan harus dibiarkan dan dikosongkan, karena dalam kenyataannya
secara empiric Nabi mempunyai pemerintahan dan beliau sendiri kepala Negara
disamping sebagai Rasul.
Tidak adanya ketegasan tentang konsep dan bentuk pemerintahan dalam
sumber-sumber Islam tersebut, akhirnya melahirkan polarisasi pemikiran para ahli
dalam mencari konsep tentang Negara.Polarisasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh
pemahaman keagamaan para ahli tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi cultural dan
social politis dalam pencarian bentuk dan konsep Negara selanjutnya.
Perspektif demikian cukup wajar kalau tidak sedikit akhirnya lahir pemikir-
pemikir politik yang membangun gagasan-gagasannya dengan bertitik tolak dari
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pemberian legitimasi-legitimasi pada sistem pemerintahan yang sedang berlangsung.
Hal ini terutama setelah terjadi kontak Islam dengan pemikiran Yunani membawa
angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam, terutama setelah
karya-karya tulis Yunani diterjemahkan secara besar-besaran oleh Bait al-Hikmat
pada masa Khalifah Al-Ma’mum.15
Dalam peradaban ummat Islam, Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu
bukti sejarah peradaban ummat Islam yang terjadi. Dinasti Abbasiyah merupakan
masa pemerintahan ummat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang.
Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh Dinasti Abbasiyah, baik itu
dibidang Ekonomi, Politik, dan Ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu untuk kita
ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi ummat Islam bahwa peradaban ummat
Islam itu pernah memperoleh masa keemasan yang melampaui kesuksesan negara-
negara Eropa. Dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban ummat Islam itu
diakui oleh seluruh dunia, maka akan memotivasi sekaligus menjadi ilmu
pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban ummat Islam sehingga kita akan
mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi
ummat Islam saat ini.
Dalam mempertahankan kekuasaanya, sebagaimana Bani Umayyah, Bani
Abbas juga melakukan dengan cara intrik-intrik politik. Khalifah-Khalifah besar Bani
Abbas yang membawa Dinasti ini kepuncak kejayaanya dalam bidang pemerintahan
dan administrasi yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Dinasti Bani
Umayyah.Namun Ada hal baru yang diciptakan oleh Bani Abbas.Sistem dan bentuk
pemerintahan Monarki yang diciptakan Muawiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh
15Harun Nasution, Islam ditinjau dari segi aspeknya Jilid I (Jakarta: UI-Press,1985) h.64
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Dinasti Bani Abbasyiah dan memakai gelar Khalifah.Tetapi derajatnya lebih tinggi
dari gelar Khalifah di zaman Dinasti Umayyah.Khalifah-Khalifah Abbasyiah
menempatkan diri mereka sebagai żhillullāh fi al-arḍ (bayangan Allah di
Bumi).Penyebutan ini diperkuat dengan ucapan Abu Ja’far Al-Mansur.
Pola pemerintahan Dinasti Abbasyiah sebagaimana pemerintahan Dinasti
Bani Umayyah yang dikemukakan diatas, menganut bentuk Monarki, yaitu pemimpin
Negara tertinggi dikepalai oleh Raja. Raja menjadi penguasa tunggal dan sebelum
meninggal dunia ia dapat menunjuk putra mahkota sebagai penggantinya baik anak
atau saudaranya.
Masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam
berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada
zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu
pengetahuan, yaitu melalui upaya penterjemahan karya-karya terdahulu dan juga
melakukan riset tersendiri yang dilakukan oleh para ahli. Kebangkitan ilmiah pada
zaman ini terbagi di dalam tiga lapangan, yaitu : kegiatan menyusun buku-buku
ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam dan penerjemahan dari bahasa asing.
Popularitas Dinasti Abbasyiah dan berbagai rintangan serta capaian yang telah
digenggan dan juga menempatkan dirinya sebagai Negara terkuat dan tak tertandingi.
Dimulai dari tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari
kalangan Bani Abbas maupun dari luar. Bani Abbas pada periode pertama
menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan islam dari pada perluasan
wilayah. Dan kemudian dengan berpindahnya ibu kota pemerintahan Abbasyiah
menjadi jauh dari pengaruh Arab.
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Setelah tercapai kemenangan di medan perang, tokoh-tokoh tentara
membukakan jalan kepada anggota-anggota pemerintahan, keuangan, undang-undang
dan berbagai ilmu pengetahuan untuk bergiat di lapangan masing-masing. Dengan
demikian muncullah pada zaman itu sekelompok penyair-penyair handalan, filosof-
filosof, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ilmu hisab, tokoh-tokoh agama dan pujangga-
pujangga yang memperkaya perbendaharaan bahasa Arab.
Sebagaimana Pemerintahan Dinasti Abbasyiah mempunyai pengaruh yang
sangat kuat terhadap kebudayaan Persia dan penyelenggaraan Negara pada masa ini
telah memberi jabatan wazīr yang membawahi kepala departemen. perkembangan
pemikiran Islam terjadi pada masa ini juga terjadi tidak berarti seluruhnya berawal
dari kreativitas penguasa pemerintahan dinasti ini tetapi dimulai sejak awal
kebangkitan islam. Lembaga pendidikan yang terdiri dari dua tingkat yaitu
Maktab/Kuttab tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitung-hitungan dan
tulisan dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama, seperti tafsir, hadis,
fiqh dan bahasa kemudian yang kedua ada Tingkat pendalaman yaitu memperdalam
ilmunya, pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang
ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah
ilmu-ilmu agama pengajarannya berlangsung dimasjid-masjid atau dirumah-rumah
ulama bersangkutan. Lembaga tersebut berkembang pada masanya dan berdirilah
perpustakaan akademi yang juga merupakan universitas yang terdapat kitab-kitab,
disana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi.16Selain itu Dinasti
Abbasyiah memiliki orientasi yang berbeda, yaitu merupakan masa pembentukan dan
perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam.
16Jujri Zaidan, Tarikh al-Tamaddun al-Islami, Jilid 3, (Kairo: Dar Al-Hilal) hlm.144
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C. Kedudukan atau Status Pemerintahan Dinasti Abbasyiah dalam Siyasah
Syariah
Fiqh Siyāsah Syar’iyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. dalam
mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridloi
Allah SWT. Terutama tampak setelah Rasulullah SAW. melakukan hijrah. Meskipun
demikian bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasulullah
SAW. masih tinggal di Mekkah. Pada masa itu, Rasulullah SAW. lebih memusatkan
perhatian atas perencanaan daripada pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan
fiqh Siyāsah Syar’iyah.
Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah SAW. menetap di
Madinah merupakan artikulasi nilai dasar fiqh Siyāsah Syar’iyah. Sebagai komunitas
dalam masyarakat yang majmuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan
komunitas-komunitas lain yang terdiri dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi
dan orang-orang musyrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara,
kebijakan Rasulullah SAW. melaksanakan fiqh Siyāsah Syar’iyah.
Salah satu contoh pelaksanaan fiqh Siyāsah Syar’iyah adalah kebijakan yang
dibuat Rasulullah SAW. berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu
antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Ansor. Contoh lainnya adalah
perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan komunitas non muslim.
Sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh komunitas muslim dalam hal ini
Rasulullah SAW., namun perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan
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komunitas non muslim hal ini tercipta karena Rasulullah SAW. mendasarkan
kebijakannya atas prinsip al-ukhuwah al-insaniyah.
Persoalan siyāsah yang pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah
Rasulullah SAW. wafat adalah suksesi politik. Rasulullah SAW. tidak menentukan
siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu
dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, dikenal berbagai mekanisme
penetapan kepala Negara, dan tentu saja, dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan
sosiohistoris yang ada. Sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan berdasarkan pemilihan
suatu musyawarah terbuka, Umar bin Khattab ditetapkan berdasarkan penunjukan
kepala Negara pendahulunya, Utsman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan
dalam suatu dewan formatur, dan Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan
pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Kenyatan demikian
dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan dengan demikian menampilkan
karakter siyāsah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.
Pada masa Bani Umayyah (661 M - 750 M) dan Bani Abbasiyah ( 750 M -
1258 M). Islam memegang kekuasaan dan memiliki pengaruh yang signifikan di
pentas internasional. Pada masa Umayyah mengarahkan kebijakan expansi
(pengembangan wilayah kekuasaan Islam) sebagai ajang dakwah. Pada saat ini
terdapat partai oposisi seperti syi’ah, khawarij, akan tetapi tidak mempunyai
pengaruh yang berarti.
Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah turun dari panggung politik,
kekuasaan khilafah jatuh ketangan Bani Abbas keturunan Bani Hasyim suku Quraisy
sebagaimana Bani Umayyah juga suku Qurisy. Dinasti Abbasyiah muncul sebagai
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penguasa baru merupakan hasil perjuangan politik yang dipimpin oleh Abu Al-Abbas
yang dibantu oleh kaum Syi’ah dan orang-orang Persia.Gerakan politik ini berhasil
menjatuhkan Dinasti Umayyah di tahun 750 M sehingga pada tahun ini juga Abu Al-
Abbas diangkat menjadi khalifah di Kufa 750-754 M.
Pada masa Abbasiyah, ada Ulama Sunny yang mulai menulis tentang siyasah,
yaitu Ibn Abi Rabi’, mempersembahkan buku kepada khalifah al-Mu’tashim berjudul
”Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik” (pedoman raja dalam menjalankan roda
pemerintahan). Meskipun buku tersebut dianggap memuja raja, tetapi alur pikir
tentang ”tata negara” sudah diwujudkan. Ibnu Abi Rabi’ menekankan wajib secara
mutlak, rakyat patuh terhadap khalifah. Ia digambarkan sebagai khalifah yang adil,
bijak dan mampu memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Dalam teorinya terdapat
kata ”kota dan negara”, merupakan kerja sama antar manusia yang membentuk
negara tersebut. Imam al-Ghazali (1058 - 1111 M) dalam bukunya al-Iqtishad fi al-
I’tiqad, menyetujui teori tersebut dan mengomentari bahwa misi kepala negara adalah
suci (qudus). Berbeda dengan komentar al-Mawardi (975 - 1059 M) bahwa memecat
kepala negara mungkin terjadi. Ia mengemukakan teori ”kontrak sosial”. Mengangkat
kepala negara adalah proses kontrak sosial.
Praktek pemerintahan Dinasti Abbasyiah ini memiliki ciri-ciri khusus yang
membedakan dengan praktek pemerintahan sebelumnya yakni Khulafa Al-Rasyidin
dan Dinasti Bani Umayyah, Yaitu: pertama, unsur perekat bangsa adalah agama,
kedua, Jabatan Khalifah adalah suatu jabatan yang tidak bisa dipisahkan dari Negara,
ketiga, kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh seorang wazīr, keempat, Dinasti
ini lebih menekankan kebijaksanaannya pada konsolidasi dan peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi, kelima, Dinasti ini bersifat universal karena muslim Arab dan
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non-Arab adalah sama, keenam, corak pemerintahannya banyak dipengaruhi oleh
kebudayaan Persia, ketujuh, kekuasaan khalifah yang bersifat absolut sangat
menonjol, delapan, Dinasti ini memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk
mengembangkan penelitian-penelitian ilmiah diberbagai bidang sehingga mencapai
prestasi-prestasi gemilang yang mengagumkan dunia. Penerangan dan pembinaan
hukum digalakkan, dan pembinaan akhlak masyarakat sangat diperhatikan.
Perubahan sistem politik pada masa Abbasyiah ini dapat dilihat dari cara
rekruitmen pembantu-pembantu Khalifah. Ketika Bani Umayyah berkuasa yang
berpusat di Damaskus, para penguasa dan para pembantunya seluruhnya dari orang-
orang Arab.Oleh karena itu Dinasti Bani Umayyah dsebut Dinasti Arab murni atau
Arab sentries.Lain halnya dengan Dinasti Abbasyiah, lebih mengutamakan sifat
keislaman disbanding Arabismenya.Ini terbukti ketika Dinasti Abbasyiah berkuasa
banyak memakai orang-orang Persia sebagai pembantu-pembantunya, terutama dari
Khurasan.17
17Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Al-Islam Al-Siyasi w Al-Dini wa Al-Ijtima’I, Juz keempat,
(Kairo: Maktabah Al-Nahda Al-Misriyah), hlm.88
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Al-Quran sebagai kitab suci umat islam mengandung seperangkat prinsip dan
tat nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran
mengajarkan antara lain prinsip-prinsip kekuasaan sebagai amanah,
permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama,
keadilan, persamaan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat.
Al-Quran maupun hadis Nabi tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu
yang harus dianut oleh umat Islam. Nabi Muhammad saw wafat tanpa
memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam menentukan
siapa pemimpin atau kepala Negara, tentang bagaimana seharusnya umat
islam menentukan siapa pemimpin atau kepala Negara, tentang bagaimana
mengatur hubungan kekuasaan antara kepala Negara dan rakyat, tentang batas
kekuasaan dan masa jabatan kepala Negara, dan tentang dapat atau tidaknya
dibebaskan dari jabatannya.
2. Sistem Khalifah (suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah
sebagai kepala Negara) yang pernah diterapkan pada masa Khulafa Al-
Rasyidin adalah suatu sistem bernegara yang ideal yang pernah dalam hukum
dan sejarah Islam. Artinya baik secara teoritis maupun secara empiris sistem
itu pernah ada dalam islam.
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B. Implikasi
1. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jadi ada baiknya
pemerintah harus menjadi organisasi atau wadah untuk orang yang
mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat menjalankan aktifitas dalam
mencapai tujuan negara.
2. Sistem pemerintah islam sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-
sistem pemerintahan yang ada di dunia. Jadi ada baiknya dari aspek yang
menjadikan landasan beridirinya pemikiran, konsep, standar, serta hukum-
hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun aspek
dari undang-undang yang berlaku.
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